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Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17. Pasal 14,
Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 99
Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdsyaan dan
Kesejahteraan Keluarga, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri tentang Peraturan Pelaksanaa= Feraturan
Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga:

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negarz  Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 11 'Tahun 2C15 tentang

Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negzra Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2C17 tentang

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteragn Keluarga

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017



Nomor 226);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESICEN NOMOR
99 TAHUN 2017 TENTANG GERAKAN PEMBERUAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengzan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut
dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah
kesatuan masyarakat hukum yang merziliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyara=at setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui ca= dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

2. Kecamatan atau yang disebut dengan dengar nama lain
adalah bagian wilayah dari daerah kabupater /kota yang
dipimpin oleh camat.

3. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Xecamatan
sebagai perangkat Kecamatan.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah
dan Dewan  perwakilan rakyat daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merjadi
kewenangan daerah.

5. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
yang selanjutnya disebut dengan Gerakan KK adalah
gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh
dari, oleh, dan untuk masyarakat, menujua terwujudnya
Keluarga yang beriman dan bertagwa kerada Tuhan

Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan bersudi luhur,



10.

sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kes=ztaraan dan
keadilan gender, serta kesadaran hzkum dan
lingkungan.

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyzraxat yang
terdiri atas suami istri, suami istri dan anzknya, ayah
dan anaknya, ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah
dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan
derajat ketiga.

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang
selanjutnya disingkat PKK acalah salah sztu lembaga
kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang mewadahi
partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan
kesejahteraan keluarga yang berada di tirgkat rukun
warga dan rukun tetangga ateis sebutar lain yang
rnengoordinasikan kelompok dasawisma.

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga yang selanjutnya disingkat TP ZPKK adalah
mitra kerja pemerintah dan organiszasi,lembaga
kemasyarakatan lainnya, yang Dberfungsi sebagai
fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan
penggerak  pada masing-masing jenjang  untuk
terlaksananya program PKK.

Sistem Informasi Manajemen Gerakan Pemberdayaan
dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnva disingkat
SIM PKK adalah Aplikasi yang mendokumentasikan,
mengadministrasikan, serta mengolah data program dan
kelembagaan Gerakan PKK.

Menteri adalah menteri yang reryelenggarexan urusan

pemearintahan dalam negeri.



BAB II
PENYELENGGARA GERAKAN PKK

Pasal 2

(1) Menteri menyelenggarakan Gerakan PKK seczra nasional.

(2) Menteri mendelegasikan penyelenggaraan Gerakan PKK
secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

(3) Gubernur, bupati/wali kota melalui Perangkat Daerah
vang membidangi pemberdayaan dan pemerintahan Desa
melaksanakan dan mengoordinasikan Geraxan PKK di
wilayahnya.

(4) Camat melalui kepala seksi yahg membidangi
pembangiinan melaksanakan dan :'mengoordinasikan
Gerakan PKK di Kecamatan.

(5) Kepala Desa melalui kepala urusan pembkangunan
melalfsanakan dan mengoordinasikan Geraxar. PKK di
Desa ' A

(©) Luran melalui kepala urusan pembangunan
r%ie‘laksanakan dan mengoordinasikan Gerazar: PKK di

Kelurahan.

BAE III
PEMBENT\ TKAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
’ KESEJAHTERAAN KELUARGA

Pasal 3

(1) Menterii dalam menyelenggarakan Gerakan PKK secara
naS‘io'na;l membentuk TP PKK pusat.

(2) Gubernur dalam menyelenggarakan Gerakan PKK
membentuk TP PKK provinsi.

(3) Bupati /\‘vali kota dalam méhyelehggarakan Gerakan PKK
membentuk TP PKK kabupaten/ kota.

(4) Camat dalam  menyelenggarakan  Gerakan  PKK
rmembentuk TP PKK Kecamatan.

(5) Kppala Desa dalam menyﬁlenggarokan Gerakan PKK

memL.em uk TP PKX Desa.



(6)

(1)

(2)

(3)

t
Uit
t

Luraif.f dalam menyef{eﬁggarakan Gerzkan  PKK

mémbem’:ﬁk TP PKK 'Kelurahan.

Pasal 4

TP PKK pusat sebagaimane dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1) terdiri atas:

a.

b.

j

izetua umurﬁ dijabat isteri/suami Merntesi Dalam
Negeri;

sekretaris umum;

ketua I bidang pembinaan karakter Keluzrga;

ketua II bidang pendidikan da= peningkatan
ekonomi Keluarga;

ketua III bidang pengii'atar. ketahznan Keluarga,
ketua IV bidang kesehatan Keluarga dan lingkungan;
sekretaris 1, sekretaris II, sekret'aris‘III: éekrétaris 1V;
bendahara I dan bendahara 1I;

kelompck kerja I, kelompck kerja I, xelempok kerja
1ll, dan kelompok kerja IV; i |

staf ahli

Sekretaris sebagaimana dimaksud pada aya: (1) huruf g

tediri atas:

a.
b.

C.

sekretafis I fnengdordinaSiké.n ketatausanasn;
sekretaris I mengoordinasikaﬁ pengelolaani program;
ekre taris 1II mengoermasman kehurnasan dan
ker]dsama antar lembaga dan

sekretaris IV mengoordinasikan rurzah tangga,
pemeliharaan gedung, inventaris btarang dan

S\,kl etariat.

Iﬁelompok kerja sebagaimena. dlmaksud p da ayat {1)

huruf i terdiri atas

a.

]felompok kerjal uebagcu p@ngelola progran

i) e nghayarz’n dan pengamaldn Pan\,dslla dan
”) gOLONg royorig. :

kﬂmnnolf kerja Il se bafral pengelola prograrm:.

1 pendlo;lmn den keterampilan; dan

2) pume*nhar‘gan kphldupan ,erkope“a-si

- kelompok ker;a i1l aebqgal pengelola program:



(5)

(6)

) A pangan, ;
2) ‘Vks,a}h‘dang; dan

3) “~f‘)e‘rumahan dan tata laksana rumar tanggga.
d. kelompok kerja IV sebagai pengelola program:

1) kesehatan;

2} kelestarian lingkungan hidup; dan
3)‘ perencanaan sechat. |
Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3}
terdiri atas:
a. ketua;
b. wakii ketua;
c. sekretaris; dan
d. anggota.
Susuian ‘kepengurusan TP PKK | ;‘pusat sebagaimana
dimaksud.dalam Pasal 4 ditetapkan dengar keputiuisan
Menteri. | ’ |
Kép'ujtusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
paling sedikit memuat rincian tugas dan fungs: TP PKK

pusat.

Pasal S
TP PKK provinsi sebag:airﬁana aimaks"ud daian: Pasal 3
ay'a.t (2) terdiri atas: | A
éf ' v;ketua dijabat isteri/suami gubernur;
b s‘eki‘etaris I dan sekréfaris iI;

ketua I bidang pembinaan karakter Ke}uarga;

o

d. ketua Ii bidang pendidikan dan peringkatan
ckonomi Keluarga;

e.  ketua IIl bidang penguatan ketahanan Keluarga,;

£. " };ei‘cua;-l\/' _bidang kesehatan Keluéirgd dar lingkungan,;

g. béridahara;

h. kelompok kerja I, kelocmpok ‘ke.rj'a II, keicmpok kerja
1 kelompok kerja iV; dan |

i stafahli |

Keh:)mpok kefja sebagaimana diniaksud pade ayat {1)

huruf h terdiri atas:

a. kelompok kerja I sebagai pengelola program:



(4)

pd

)} penghayatan dau péngamalarn: Pancasla; dan

) gotong royong.

l'\‘,

b. kelcy:fﬁpol'«: kerja Ii sebzgai pengelola program:
1) péhdidikan dany‘ket.erampilan; dan
2) pengembangan kehidupan berkoperasi.
c. kelompok keria IIl sebagai pengelola program:
1) pangan;
2) sandang; dan
3) perumahan dan tata Jaksana rumar tangga.
a. kelompok kerja IV sebagai pengelola program:
1)  kesekatan; ’ |
2) kelestarian lingkungan hidup; dan
3) perencanaan sehat.
Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdiri ata Y
a. ketua;
b. wakil ketua;
C sekretaris; d,‘;n
d; anggota.
Susunan kéb@ngﬁrusaﬁ TP PKK provinsi sebagaimana
dlf'na}\SUd ‘pada ayat ( 1) d1tutapkan denga:* kau‘u an
'rubenur
Keputusan gubernur sebagaimana dimaksiuzd pada ayat

{4) paling sedikit memuat rincian tugas fus:gsi TP PKK

provinsi.

Pasal 6
TP PKK kdbupaten / kota xbagmmana dimazx sud dalam
13’asal 3 ayat (3) terdiri atas: '
a. ketua dj jabat isteri/suami bupati / vxah kota;
b. ekr‘*tans ‘
(, ketua I bidang pembinaan kéﬁrak.tef Keltarga,
d.‘ k‘ertua il bidang pendidikan dar ceningkatan
ekonoini Keluarga,;
e. ketua il bidang penguatan ketalianar Keiuarga;
f. ketua 1V  bidang kesehatan Keluarga dan

Lingkurngan; |



g bendahara
k. kelompok kerja I, kelompok kerja II, kelempok kerja
' I, kelompok kerja v; dan
1. staf ahh
Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf h terdiri atas:
a. kelompok kerja I sebagai pengelola pregram:
1) penghayatan dan pengamalan Panczsilz; dan
2) gotong royong.
b. kelompok kerja II sebagai pengelola prograin:
1) pendidikan dan keterampilan; dan
2) pengembangan kehidupan berkoperasi.
c. kelompok kerja IIl sebagai pengelola prograr:
i) pangan;
2) sandang; dan
3) perumahan dan tata laksana ruma= tangga.
d.  kelompok kerja IV sebagai pengelola program:
1) kesehatan; :
2) kelestarian lingkungan hidup; dan
3y perencanaan sehat.
Kelompok ker]a sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ter d111 atas
a. l{etud,
0. Waki’f ketua;
c. sekretaris; dan
d. anggota.
Susunan kepengurusan TP PKK kabupaten/kota
sebagéimahﬁ dimaksud pada ayat (1) ditetarkan dengan
?iépU'tttsan bupati/wali kofa v.
L\“eputusan ‘bupati/wali kota sebagaimana dirzeksud pada
ayat {4) pahng sedikit raeruat rincian tugas fungs1 TP

PKK kabu paten/kota.

Pasal 7
TP PKK Kecamatan sebagaimana dimaksud Zalam Pasal
3 ayat (4‘ terdiri atas:

a. kbtUJ cijabat isteri/suami camat;



b. waki‘}f,f,kettvla dljabdt isteri/ - suarci sekretaris
Kec&ihdtan; L
c. SCkletc‘TIS,
d. bendaﬁara; dan
e. kelompok kerja I, kelompok kerja II, zelcrapok kerja
I} dan kelompok kerja IV.
Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e terdiri atas:
a. kelompok kerja I sebagai pengelola progr-am:
1) penghayatan dan pengamalan Parcasila; dan
2) gétong royong.
b. keclompok kerja Il sebagai pengelola programn::
J] " pendidikan dan keterampilan; dan
2) | ﬁengemﬁangan kehiduparn berkoperasi.

’ kelompok kerja Iil sebagai peng‘elél’é; prograr:

C.

1) | pangah;

2‘;' sandang; dan

3) peruméhan dan tata iaksana ruma®: tangga. |
d. kelompok kerja IV sebagai pengelola progra:i:

1} kesehatan;

2)  kelestarian lingkungan hidup; dar:

3) perencanaan sehat. ’
"Kelonz?,_pok kerja sebagaimana diméksud pada ayat {2]
terdiri atasf o
a. kétué;
L. wakil ketua;
c. éekretafis; dan
cl. anggota.
susunan kepengurusan TP PKK <¢i  Kecamatan
sebagaimané dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
i{.epu{ﬁééx] bupa.ti/'wali kota y'ang :ditandate.ngani camat
atas narma bupati/wali kota.
Kepitusan bupati; wali kota sebagaimana éimaksud pada
a.iy'a‘t .(4) paling sedikit memuat rincian tugas fungsi TP
PKK Kééamata.rz:_ ..



(3)

i I’a sul 8
TP PKK Dc“-“a sebagalmana dimaksud dalam Zasal 3 ayat
(9) Lerdm aLas
a. ketua dljabat 1ster1/ suami kepala Desa;
b. wakil ketua dijabat isteri/ suami sekrztar:s Desa;
c.  sekretaris;
d. Dbendahara; dan
e. kelompok kerja 1. kelompok kerja II, <elomizok kerja
III dan kelompok kerja iV.
Kelompok kerja sebégair‘nana dimaksud pada ayat (1)
huruf e terdiri atas:
a. kelompck kerja I sebagai pengelola program;
1) penghayatan dan pengamalan Panczsila; dan
2}  gotong royong.
b. kelowpos icerja II sebagai peng, eloia prograsm::
1) p\,nd1d1kan dan keterampllan; dax
2) pengembangan keﬁidupan berkopzrasi.
C. .kelom;.‘xok kerja III sebagai pengeIOIa program:
o 1)° pangan;
2)  sandang; dan ‘
'%) pé'r-umahan dan tata laksana ruma=- tanggga.
d. kelompok kecht IV sebagai pengelola proiran
1) nebchatan
2) I\clestarlan i*ngkungan hJau} da=
3) pergncanaan sehaL
Keiompbk kema sebagairnana diméiksﬁd pada ayat (2)
terdiri .ataAs:
a. keiua;
b. wakil ketud;
C. sél;rétari.s; dan
d. anggp.'t.a.ﬂ “
Susunan ?képénguru%an_ TP PKK; Desa sepagaimarna
d1m‘1k<ud I‘dda ayat (]:)” ditetapkan dengaz keputusan
ken;lal esa. - i '
Kepuu-.san kepala Desa sebagaimana dimmaikcsud pada
éyat (4) paling sedikit memuat rincian tugas fungsi TP
PKK Desa.



Pasal 9
TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud cza’am Pasal 3
ayat (6) terdlrl atas:
a. ketua dijabat isteri/suami lurah;
b. wakil ketua dijabat isteri/ suami sekretaris
Kelurahan;
c. sekretaris;
d. bendahara; dan
e. kelompok kerja I, kelompok kerja II, kelompok kerja
III dan kelompok kerja IV. '
Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf e terdiri atas:
a. kelompok kerja I sebagai pengé]ola program:
1) penghayatan dan pengamalan Pancasila; dan
2) ~got.oflg royong.
k. kéflcrﬁpok kerja Il sebagai pengelola prograzn:
1) pendidikan dan keterampiian; dan
2) pengembangén kehidupan berkoperzsi.
c. kelompok keria III sebagai peﬁge].ola prograin:
1) pangan;
2) sandang; dan
3) perumahan dan tata laksana rumai: tanggga.
d. kelompok kerja IV sebagai pengelola prograr:
» 1) B kesehatan; T
2}  keiestarien lingkungan hidup; den
3) pérencanaén sehat. |
Kelompok kerja sebagaimané dimaksud ‘pada ayat (2)
terdiri a.taé,:
a. ketué; '
b.  wakil ketua;
c. sekretaris; dan
d. anggota. | ‘
Susunan képengurusan TP PKK & Kelurahan
s.v:bagaizmana dimaksud pade ayat (1) ditetackan dengan
keput!.isan bupati/wali keta vang ‘ditaﬁdata}gz;ni lurah

atas nama. supati/wali kota.



(5)

(1)

———
—
—

i
p—
b

Keputus n bupa1 i / wah 1‘ nt a bebaga irmana dirzmaksud pada
ayat (4-; paling sedikit memuat rirician tugas den fungsi
TP PKK Kelurahan.

Pasal 10
Kepala  Desa/iurah  bersama masgyara<at dalam
pelaksanaan Gerakan PKK membentuk keiompok PKK
sebagai kembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan sesuai
kondisi Vulayah masmg masing.
Ke lompok PKK sebagairmmana pada ayat (1} ; ter=irl atas:
a. kelompok PKK lingkungan/dusun;
b.  kelompok PKK rukun warga; dan
c. kelompok PKK rukun tetangga.
Susunan kepengurusan ke]ompok PKK S%;bﬁgaimz{n.a
dimaksqd pada ayat (1) terdlxl atas: | B
a. k’é"('l'la; | ’
b. sckretaris;
c.’ be‘z‘k‘ida’lhara; dan
d. bldang sesuai kebutuhan.
Ke pengurLloan kelompok PKK ‘sebagaimara cimaksud
pada ayat (3] dltetapkan dengan Keputu<an sepzla Desa
dan kep utusan bupatl/ wali kota vang du:mcatangam

oleh lura W atas narma bupati/wali kota.

Pasal 11

Dalairn ‘i"nempercepat pelaksanaan  Geraka:: PKK  di
mas*ya rakat lfepala Desa/lurah m:embentuk helompok
dasavwsfna yang terdiri atas 10 (sepuluh) ro mah sesuai
kondisi wiia ya‘“ masing- masmo '
Kelompck dasawisma sebanalmana dimaksud pada ayat
(f) dlkoo.-,u]mr oleh 1 (satu) orang kader yang berasal dari
kelompok yang bersangkv,ltan.
Kow dma tor se oagammﬂa dimaksud  pads ayat (2)
hertangm ing jeawab chada kepada lfe]ompo«* PI«’_K rukun
warga / rukusn tetangga. o |

oolmnator ‘sebagaimana ‘dimaksud pada ayat: (3)

teta pK.,m dengan  keputusan kepala Desa dan



keputuaaﬂ bupaﬁ /wa]s ku‘ca yang ditandatangaui oleh

lurah ata nama bupah / wal- kota

Pasal 12

Pengaturan kelompok dasawisma dimuat dalam petunjuk

teknis mengenai pelaksanaan Gerakan PKK.

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Pasal 13
Ketua umurm TP PKK ditetapkan oleh Merten dan
dilantik oleh pelindung utams atau pelindung TP PKK.
Ketua TP PKK provinsi ditetapkan dan dilantik oieh ketua
umum TP PKK dan dikukuhkan oleh gubernsir.
Keuu TP PKK kabupauen/ kota dltetdpkan dar. dilantik
oleh ketua TP PKK provinsi dan dikikuhlkan sleh bupati/
wali kota.
Ketua TP PKK Kecamatan ditetapkan dan <..antik oleh
ketua TP PKK kabupaten/ kota aan dlkufmnxan olel
camat
Ketua TP PKK Desa/Kelurahar dite‘e_:apkan dar dilantik
olzh ketua TP PKK Keca: matan dan dikuxuhxan oleh

kepalg Desa/lurah.

Pasal 14

Pencurus TP PKK pusat dltetapkdn dan = lj ntik oleh
Merniteri. S |
Penguru) TP PKK provinsi alte*apk i dan dilattik oleh
‘Jb(.l nur. '

Pengurus TP PKK kabupaten/ kota dit -wnkan dan
('11a1 ik oleh buparl/ wali kota.

Penguru:‘s TP PKK Kecamatan ditetapkan dzn dilantik
oleh camsar. » |

éengurus TP PKK Desa/ Kelurahan 'cli.’tetépkah dan
dﬂanuk oleh kepala Desa/lurak.. 4
Pengurus sebagal_nana dlmaksud oadc avat (1) sampai
le*wcw ayat (5), merupakann Warga Negarz [ndonesia
V&ng secara sukarela mampu dan pf*duh ter-adap upaya

Y zm a kan PKK.



(2)

(1)

Dalarﬁ meﬁvélenggarakafi,k"Gerakénr PKK secara nasional
didukung oleh: o

a. pehndung utama; dan

b. pelindung.

Pelindung Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a yaitu istri/suami Presiden atau vang ditunjuk

oleh Presiden.

Pelindung sebagaimana dimaksud pads aver (1 bkuruf b
yaitu istri/‘SUami Wakil Presiden atau yang -'ii’:anjukvoleh
Wakil Presiden.

Pasal 16
Dalam ;pényelenggaraan program dan kegiatzan TP PKK
pusat dan daerah dapat didukuhg oleh pena-Sf:ha;t ‘
Penasehat sebagaimana dimaksud pads ayat (1)
merupak:m seseorang yang péernah menja,bat oebagai
ketua umum atau ketua TP PKK daerah.
Peniasehat sebagaimana dimaksud peds ayat (2)
ditetapkan dengan keputusan ketua umum Zen ketua TP
PKK daerah.
Penasehat sebagaimana dimaksud oada aya: (Q) gimuat
da am petunjuk teknis mengenal pelalr'sanagn erakan
PKK. '

Pasal 17

Ddlam oenyeler)ggaraan progam dan kegiazzn TP PKK
L,usaL dan daerah difasilitasi oleh ketua pembina dan
para pembma .

etua pc*nbmd TP PKK pusat sebagmmana cimalfsud
pada ayat (1) yaitii Menteri.
Ketua pembina TP PKK daerah oebagmmaﬂcz cmahsud
pada ayat {1) yaitu gubemur bupati/wali <cta. camat,
kepala De::;a/ lurah sesuai .&Lwcnangan.
Pdra pemibina s:sbagalmana dlmal’SUd pada vat (1} yaitu

unsur Ler nenterian/lembaga, orgamsas; Perangkat



(2)

(3)

Daerah f‘d(;m" ‘Keca‘,matan, ‘pemerintahan Desa; Kelurahan

serta bada sl permusyawafan Desa/dewan Xeluraharn.

Pasal 18

Masa bakti ketua umum TP PKK, ketua TP ZKK provinsi,
dan ‘ketua TP PKK kabupaten / kota, keraa TP PKK
Kecamatan, ketua TP PKK Desa/Kelurahan terhltung
sejak pclantika“l sammpai dengan Uerakl:i:‘n"a masa
jabatan Menteri, gubernur, bupa’ri/ wali kotz, camat dan
lurah/ kepala Desa

Masa Dbakti pengurus TP PKK pusas:, provinsi,
kabupaten/ kota, Kecamatan dan Keluranzn masing-
maumg belama (hma) tarain terhit tung se; ak pelantikamn.
Ma\n bakti pengurus TP PKK Deoa se.ama 5 (6nam)

fdh' in ter hltun Jak pelantikarn.

Pasal 19

Dalam':ha’; ketl,"i.a'umum TP PKK dan ketua TP KX daerah

tidak dapat melaksanakan tugas karena berhaizngan tetap

atau ‘tidak t°tap b=rnedoman pada pefun_]uk tekris mlerngenal

pelakf\an an Gerakan PKK.

—~
fu—

(1)

Pasal 20
Ketua vmum TP PKX atau ketua TP PKX caeran wajib
membuat memori pcr?_ans{gung jawaben padza akhir masa
baleti | o |
Pcd')mpn p°n}'u sunan  ruemori ;{iweftailggung jawaban
sebaga.lmana leaksud pada 'aj}at {1) dimuat dalam

petunjuk teknis mengenai pelaksanaan Gerakan PKK.

_ Pa. bal 21
Pcn oum« TP PKix | ‘Du'vat, [\"OVIDQ.I ka pa ten, kota
}\e&,mnatdn, iZes d n heJurqhan b rhentl Xarena;
a. neninggal dunis,

b. men zu.)':'xdﬁ'rkan diri; dan/stau

C. dJ Df:rh(”’ltT k ALY,



(2) F’c‘:rmuz‘ué .x‘TP PKK puL, provinsi, kabupaten/kota,

Kc,a,anatdn : Desa l‘dz’ih Kelurahan  direrhentikan

sebagalm na dxmaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:

a. berakhir masa kepengurusan

D. tidalc dapat melaksanakan tugas seciama 3 ({tiga)
bulan secara berturut-turut tanpa keterangan
apapun; dan

c. dinyatakan bersalah berdasarxar: putusan

‘ pengadilan yang telah mermperol eh kekiazan hukum

tetap karena melakukan tindak pidana.

Pasal 22
Pergantiar: pengurus TP PKK pusat dan daerah berdasarkan
loyalitas dan kapasitas serta menperimbangkan

keberiangsungarn program dan kegiatan.

Pasal 23

Pertanggungjawaban pelaksanaan G erékén PKK olzh ketua

pembina dan ketua umiam/ketua TP PKK sesuzi jenjangnya

meliputi '

a. I'P'cw{ ’pex‘z’ibina TP PKX pﬁsat delam  melaxsanakan
tugasnya bertanggung jawab lfepa da Presuaeh,

b. lrei ua) umum TP PKK dalarn melaksanakaz tugasnyz
bertanggung jawab kepadc Merneri;

c. ketua I‘P PKK provinsi "*‘ dalam me]ahsauakan tugasnya

| w:r ranguun{, jawab kbpclda guberﬂur dan L.f:':Ja aaram TP
PKK

d. 'Ketua TP PKK lxabupaten/ kota dalam melal(é,anaker'
tuga ,nyd butan gung -awab kep da buputlj wali knta
“]an ketuu TP [‘I&m prown31

e. :«‘tua ’IF’ i‘K%‘ Kecamatan dalam melaksat wagan ’;;ugasnyé
bertanggun jawab wpada c,amat dan zetua TP DKR
kabupatcn/ kota; Jan | '

f. !;:utua,' '[P PKK Des a, hflm.lhan dalam r.f:lanqa“lakeu
'tl.lgasnyeg bertanggung jawab i padd k( pala I Jesa Jlurah

dan Ketua TP PKK Kecamatari.

]



Hubungar keqa T PhK d1 sen’ ua jenjang reliput::

a.

(1)

hubungan kprla antar ’IP PKK di semua jerjang, bersifat
konsultatif dan koordinatif dengan tetap mermperhatikan
hubungan hirarkis;

hubungan kerja antara TP PKK dengan pemerintah,
lemb‘aga kemasyarakatan yang memiliki kepedulian
terhadap FKK, bersifat kemi‘ﬁ‘aan'

hubungan kerja antara TP PKK dengan pem=ing, bersifat
konsultatii dan koordmat f;

hubungan kerja antara TP PKK Desa/Kelurakan dengan
lembaga kemasyarakatan Desa ' atau sebutan lain,
bersifat konsuitatif , koordinatif dan kerjasama; can
_h'ubungari kerja antara TP PKK dengan dunia usaha,

lembaga doner dalam dan luar negeri bers:fat kemitraan.

4 Pasai 25

Dalaria nﬂ(*‘lak'iikan hubungan kerja dan peiaksanaan 10

(s}éf\uluh‘) program pokok PKK, TP PKX I".Lt‘l‘ib.S&ﬂdkat"

kegiatan antara lain: '

a. rapat kerja nasmnal yang dladakan setiap S (lima)

) tahun; - -

o. rapat kerja nasional ~ luar bizsa dapat
disélenggarakaﬁ apabila dianggap oerlu untuk
mengadakan perubahén hasil rakerr.as Sebelumriya
daw,’atau atas petunjuk Mentei'i' '

rapat kerja daerah provinsi dan »«’aﬁupatbn/ kota

diadakan eetldp 5 (lima) tahun;
d. rapat penyusunan strategi Gerakan PKX diadakan
setlap 1 {satu) tahun;

e. for am muayawaran na31o*1a] dan

§im,

rapat lalr'nyf‘
]V’ekumsm\, pelakqanaan rapat sebagaiimana dimaksud
pada aw‘ (1) dimuat dalam pr-'tunjuk tekoms mmengenai

oelakna naan Gerakan PKK.



e

KELENGKAPAN KELEMBAGAAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

Pasal 26
(1) Dalam menye‘lenggarakan Gerakan PKK, 7P PKK memiliki
atribut sebagai identitas dan legalitas kelemrcagaan.
(2) IdentA:}tas dan legalitas kelernbagaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. lambang; :

b. duaja;

O

vandel;

o

wimpel,
lencana,;

mars PKK;

g oo

kop surat;

B

‘'stempel;

e

papan nama;

baju seragam; dan

o

plakat.

Pasal 27
Identitas dan legalitas kelembagaan scbagaimaiza dimaksud
dalam Pasal 26 dimuat dalam petunjuk tekn:s mengenai

pelaksanaan Gerakan PKK.

BAB YV
TUGAS DAN FUNGSI

‘ Pasai 28 .
(1‘)  Untuk xrm'z:g'ksa;:lék;an Gerakan PKK', tim peﬁggf:rak PEK
h 'puéat dan daerah ;ﬁemilik:‘i‘t fug;as; yiaifu pendzataan poiensi
} I\pluargu dan masyarakat, penggerakkan péran serta
masyarakal dan pengendalian  terhadap 10 (sepu’iﬁh}
p;mgré‘.m pokok FEK. | V
(2) Untukz melaksanakan tugas sebégaimana dimaksud pada

avat {1) tim penggerak PKK pusat dan daerah memiliki
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fungsi meliputi:

a. mer1°k11mpun mengoerakkan dan mermbina potensi

ma.syara};at u.ntuk';«terlaksanan_ya _9 (sepuluh)
program poxok PKEK;
b. merencanakari, melaksanakan, memantaii,

\

Ihengevaluasi pelaksanaan 10 {sepuluzl program
pokek PK‘{ sesuai derigan kebutuhan masyarakat;

¢.  memberikan pembitiaan yang meliputi peryuluhan,
pelatihan bimbingan teknis dan pendampingan
kepada TP PKX secara ber; Jer*]anc sampai’ 'wlengan

kelompok dasa wisma;

d. melakakan superVisi,, advokasi dan pelaporar. secara
berjenj ang terkait program Gerékaﬁ‘ PKK; dan

2. nc'lctmpung dan mcnvalv “kan dspuam r:_aqwc,rdka‘r.

Il

BAB VI
' PERENCANAAN

Pasal 26

Perencanaan Gérékau PKK dilakukan mélaiui ~) (s=pulukhy)

prog am poknk PKK yang berpbdoman pada

a.
b.

rPncaﬂ. ‘1; :iu:{ Gel akan PKK: dan

strategi Gerakan PKK.

Pasal 3C
Rencana incuk (Gerakan PKK sebagaimana dimaksud

dalam Passa‘ 26 huruf s, merupal:ar dokam\,n

pemnvanadn Gerakan PK:( berskala nasional yang

Il'lf‘x 1 1‘._1at

a \;51 \i‘an misi;

o

asa'sj;

C. f;’L]juan'

d. sa saran; dan

€. | operasxm hoam 1G (s cpblul ) prowarr prkox PKK.

R ,nwna induk m% sun 5 ‘Lrud) tandu sekall can aapat‘.
dl’[ln_}{:‘ﬂl kembali setiap tahun. o | ‘

Peninjavan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2)



(1)

(1}

Doku

- AO

dilakﬁkaﬁ ‘melalui fofu_. mu yawarah nasicnel uengan
mempertlmbangkan pencapavan rencana kerw tahunan

P KK.

Pasal 31
Rencana induk dlsusun cleh Menteri bersamma "1engan
’l‘P PKK pusat der‘gan me hbatkar‘ kemen-erian/lermnbaga
pemerintah norikementerian dan pemerintaiz dacrah.
‘Qencané Induk' sebagaimana dlmaksud padé. ayat

(1) d1tetapk an oleh Menteri.

Pasal 32
Metode dan mekanisme periyusunan rencana induk
dllak ukdn secara koordinatif dan part131pr1t1~. ' |
Mekan*sme per’yusuuan renpana “indux  dilakukan
rnelalui rapai kerj 1a nasional dcngfan berpedoman pada
dokurnen perencanaan yang telah dit."etapkan pemerintah.
Reancana Induk yang *elah ditetapkan menjad. dasar

dalam penyusunan strategi Gerakan PKK.

Pasal 33

en *‘encana mduk sebagalmana dlmaksuu daiam Pasal

30 dlmuac cldlam petu‘ljuh tekms mpngena* '“e‘akuanaan

Gerakan PKK.

Pasal 34

_Strategi - Gerakan  PKK  merupakan  perangkat

perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiztan dalam
me‘wujUdkal‘L visi dan misi Gerakan PKK.
btrateg1 (Jera}am PKK eragalmana dlmaksud pada ayat

1) merllpa kan dasar pbncapenan rencana ind .1k Gerakan

PK.I sr::hagai masuian dalam forum mmusyawarah

perencanaan pernbangunan nasional, kabupaten/keta,

Kec :m"atan dar Desa;Kelu«'uhan



(3)

(1)

(4)

i

‘ '_,Qi] 35

Strategi - "Gﬁcé‘rakan PKK sebagalmana dimmaxsud dalam

Pasal 34,}-thﬁemuat: By

a. isu strategis yang menjadi skala prioritas untuk
mempercepat pencapaian visi dan misy

b. rumusan proses dan metode pelaksarzan Gerakan
PKK; dan

c. perencanaar pfogram Gerakan PKK.

[su strategis sebagairﬁana dimaksud pada avat {1) huruf

a merﬁpakan ‘kondisi yang "h‘aru‘s' dipernatikan dan

d..ikedepélnkan dalam perencanaan untuk pencapaian

tujuan peﬂyclenggaraan Gerakan PXK.

Rumusan proses dan metode pelakéénaan’aerakan PKK

sebaszdlmana dimaksud pada ayat (1] huruf & mP1 upakan

langkah langkah dan pendekatan dalam *‘elaksdnaan

Gerakan PKK.

Perencanaa_n program Gerakan " PKK sebagaimana

dimalksud pada ayat (1} huruf c mérupakan suatu proses

untuk ‘menentukan 'kcbijakan dehgan 'meiibatka.n mitra

kerja TP PXK.

Pasal 36
Metode dan. ‘mekanisme penyiisunani,Strategi Gerakan
PKK ' dilakuian secara koordinatif, irter gau dan
partiéipatifl " - |
Stfatﬁgi Gerakan PKK pusat disusuri éleh Menter: yang
chhmpahkan kepadé Direktur Jenceral  Bina
Pemerintahan Desa bersama TP PKK zmusat dengan
melibatkan 3«:61’11611‘teria n; lembaga nem erintah
ne qn{#‘mpnteuan terkait sesuai tuga<‘ dan furgsirya.
.\:‘Lracegl C(erakan PKE prov1ns1 dan kato °ten/1{0‘ia
u 18Un ¢ Fc=h ouber 1ar dan bupati/wali kota ~érsama TP
'.;'—"KK prfovi.nsi dan kabupaten/kota dengan melibatkan
Pé_féngke{t Dacrah 'yang,; membldangl perenuanaan
f:erxzﬁéxwgﬁiigtn daerah dan Perangkat Caerah  terkait
$es ual kf"vcuangannya . a

SerLPgl Gerakdn PI\I\ Kecamatan J.lSLl‘*“wJI‘ ul@h carnat




()

(7)

bersama TP PKK Kecamatan dengan meiibatkan unit
pelaksana  teknis daerah, dan pemangku kepentingan

terkait.

,Stratégi‘ Gerakan PKK Desa disusun oleh xepala Desa
bersama TP PKK Desa dengan melibatka= perangkat
Desa, badan = permusyawaratan Desa, lembaga

kemasyarakatan Desa, lembaga swadaya masyarakat,

Atu},ou masyarakm dan pernangku kepentingar: ferkait.

Strategi Gerakan PKK Kelurahan disusuzn oleh lurah
bersama TP PKK Kelurahan melibatkax peréhgkfét
Kélurahan, lembaga swadaya masyarakat; tokoh
masyarakat dan pe.“angku kepenting gan terka:=. |
Mekanisme penvusunan' Strategi . G etikan  PKK
Sebagalmapa dimaksud pada ayat \z.‘} 'sampai dengan ayat
(6 ) ddpdt d11akukan rneialul raoat kprja ta JUACAn. ’

Pasal 37

Strategi Gerzkan PKK sebagaimana dimeaksud daiern Pa sal 36

ditetapka‘ﬂ olch Menteri, gubernur, bupati/wzli <ota, car;:;afv.:,

dan kcpa]a Dcsa/ 1urah sesuai dengaﬂ kewez 1angaonye.

Pasai 38

Strategi = Gerakan PKK & dimuat  dalam petunju< teknis

mengenai pelaksansarn Gerakan PKK.

BAB VII
PELAKSANAAN

Pasal 3%
Gerafian PKK tiuakukan melal«% 10 (sepuiuith) program
poknk PKI\ yany mehpur] ' ) R -
a. pe n'fr}'-amlau dan penoamalan Pancacilg;
b. * gotong royong; |
c. pangan,
d. Sa‘:n‘df.mg;
e. per umahen dan tata laksana rumah tangga;

f. pendidizan dan keteram_pilan ;

NP



g. .keeehdtan ‘ ,
h. 'pengembangan kebldupan berkopera31

i kelestarlan llngkungan hldup, dan

j. perencanaan sezlat. -

(2) Dalam pelaksanaan 10 (sepuluh) program pckok PKK
kementerian dan lernbaga pemerintah norkementerian
memberikan dukurigan dan berperan secars aktif sesuai
dengan tugas dan fungsinya dengan bDerkoordinasi

dengan Menteri.

Pasal 40
Prcgram penghayatan dan pengamalarn Pancasila
sebagaimana dlmdksud dalam Pasal ’%9 ay at (2) hurui a
dilaksanakan paling sedikit dengan cara;
a. pémbin:iah karakter Keluarga melalui pola 28 uh anak

dén remaja dengan penuh cinta dan kasik a’}*ang dalarn

Keiuarga;
b. pembinaan Keluarga sadar hukum;
c. pembinaan kesadaran bela negara;
d. per nbmac.kn pencegahian penyalahagunaan narzoba,
e. t)embmaan pepcegahan kekerasan dalam ruman tangga;
f. pemb,lnaan pcncegahan perdagangan manusia; can
g. pem! sinaan penéegahan kekeré&fsénj' seksual terhadap

2 .i‘ldk’.

Pasal 41
Progrc.m gotong royong spbagaimana dimaksud <alam Da al
39 ayat (1) huruf b dﬂaksanakan paling’ sedlklt dquar cara:
a. menumbuhkan mkaﬂ kesetiakawanan 'sosial;
b. me*nberdayaxau xe-ompnk la 3\4 us 1a;
C. partl sipasi dalam keglatan bakti o(JSJal di L_asmraka'ﬁ:;
dan 4

d. xacrpatz sipasi calam pregram pembangunat.

| Pasal 42 |
Program "uan;;,an seoaga mana dimaksud dalarr Pzsal 39 ayat

(1) huruf ¢ uuaksajm.i(an paling sedi ku dengan cara;

i N E



:‘;'uv.la*n 'pémenuha:: keoutuhan
pangan mel a1u1 h laman cl‘"‘»l’l teratu; indah dan nyaman,;

b. vme‘n,qger\ mm B Kelu,;rga dalam srcepatan
keanekaraga man konsurmsi pangan;

c. menggeraken XKeluarga mengkonsumsi malkanan yang
beragam, bergizi, seimbang dan aman; dan

d. mendukung dan Dberperan serta dalem kegiatan

penyedizan makanan rambahan.

Pasal 43
Progfam’ s‘andé{ng sebagaimana dimakstd dalam Pasa. 29 ayat
(1) huruf 'c'l, dilaksanakan paling sed:kit dengan cara:
a. membt ida ya kan perllaku berbusana sesuai morai budaya
Indones
b. :fnemasyara'katkan pakaiaii adat p'éd'a acara. iei’ten.tii; dan
c. pengembangan pola’ .penda‘mpingan kepada  usana

sanidang kecil mikro.

Pasal 44
Progfam peru'riahan dan tata laksana rl_h:ial; tangga
seba gahnand dimaksud dalam Pasal 39 ayat {1) huruf e
dilak sanal\dd pdlmg sedikit dengan cara:
a. mema NEY alkatkan pemqnfadtan Sumberdaya energ4 daﬂ
Lpgrologl tepat guna B
b. pembumc n rumah sehat layak huni; dan
c. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang
tatalc;’ sanéa. rumah tangga dalam harmonisasi kehidupan

I\c it 1arg

Progr'am ‘pnﬁ”\d.i‘d" karn dan ketérampiian: sebagéimaaa dimaksud

dalam . Pacal 30 ay.at (1j huruf f d:laksanakan zalirg sedikit

denﬂ’ln La“a A c

a. pe’mbm._x An 1("‘11,!3{‘0‘& tentang deb belaJ '(‘i‘ua belas
wahan, o ‘ |

b. 1m,nmrerakan Keluarga calam peningkatan xeterampilan

dan pendidikan;




[\)
Ut

C. memiasmta t);Ph:irJ;]'{f 1 kapa ‘ité'é.' t‘jtcr kelorrﬁpo.k
ue‘ajar p:;kct A paket B dan Uaket C meliamal ke:fjasamé
dengan 1nstan31 terkalt dan

d. meningkatkan ka_pa31tas pelatih dan kader PKK dengan

menggunakan modul pelatihan PKK.

Pasal 46

Program k“sehatan sebagaimana dimaksud daiamm Pasal 39

ayat (1) h uruf g dilaksanakan paling sedikit dengzr: cara:

a. mf’nggcrakan Keluarga dalam perilaku hidvp bersili dan
sehat;

b. pembl naan peran serta 'mé‘syarakat Czlarn  upaya
pbnurunap angka kematian ibu, bay1 dan »Helita;

c. pembinaan Keluarga yang sadar gizi;

d. mendukung program pencegahan dan de*ek~i dini kanker
pada per empuar; dan ' ' |

e. pembmaan Kcmaraga dalam pelaksanaan imurisasi dan
penf“cgah n pervakit menular maupun ticak menalar
serta asuhan mandiri dalam Keluarga. '

Pasal 47

Progran; Pgngemhanaan kehldupan berkopera sl sebagaimana

dlmmnud dalam Paeél 39 ayat (1) huruf h Zilaksanakan

palmgf Sed klt deng 311 cara: ,

a. Inengg erakan heluarga dalam pﬁmngaatan ~kualitas
pengclolaaﬂ k(momz Keluarga " melau usaha
ycnmpﬁdt an pf‘ndapatan Krluarg 25

b. pemblrnaan Keluarga dalam pelaksanasn dan
i:ienﬁemban gan ke}ompok usaha pez hngkata__ o qdapa*"
A&uuarca PYK

c. ermddronu pemL :entukan koperasi oleh ke?‘c)mﬁ)ol<: khus{us

| 'u sc)hd pL 'ungkata;; peu«"lapatofl k\eluargz PK} dar

d. mengmnhuwkan kre-tmtas melalui us ahu nikio d scil

dan :rmm;*r.tgah bez basm e knologl informasi.



Progr am kelesT arlan hngkungan hidup sebagai-nara dimaksud

dalam Pasal 39 a3 at (l) huruf i dilaksanakan paling sedikit

dengan cara:

a. peinbinaan Keluarga dalam memelihara can menjaga
li_ngkﬁngan bersih dan sehat; dan

k. melestarikan lingkungan hidup.

Pasal 49
Program perericanaan sehat sebagairrlana‘ dizceksud delam
Pasal 39 ayat (1) kuruf j dﬂaksanakan'pa]ing secikit dengan
cara:
a. pef‘r’l’r‘inaa*-q Keluarga 'dé]am meniﬁgkatksn Ké:luarga
berencana menu_]u Keluarga berkuelitas; can
b. melakukan perencanaan kevangan yang kak wuntuk

kehidupan Keluarga sehat.

Pasal 50
Pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK dapat

dintegrasikan pada pos pelavanan terpadu.

BAB VI
PENBI NAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUAST

A

.t

Bagian Kesatu

Pe:nbiraan

Pasal 51
(1) Menteri wmelakukan pembinaan umux:  terhadap

pelaksanaan Ger akan PKK meliputi:

a. pe;nbenan pedomaﬂ dan pczndaan

b. penyusunan modul pelatihan/bimbingar teknis;
c. peningkatan kapasitas T‘l'-""PKK;

d. pemberian pengharigaan; dan

e. penyusunarn strategi pencapaian kineria
(2) Pembinaan wmum sebagaimana dimaksuc pada avat (1)

dllau‘-anelax O‘Lfih Memerl :melalul Duw(tm Jenderal



- 27 -

Bina Pemr‘umdhaq i_u,\mvhexsama TP FKK pusat dan

dapat mehbatkan kement\eman/ lembaga terkait .ainnya.

" Pasal 52

Gubernur, bupati/wali kota, melakukar. pembinaan
terhadap pelaksanaan Gerakan PKK di deerar meliputi:
8. pengUatan kapasitas kelembagaar: raeialui
pelatihan, konm.ﬂ.tasi, 'advo.kasi, fasilitasi dan

‘koordinasi; o
b. pembérian penghafgaan; dan
c. penyusunan strategi pencapaian kinerja
Pemkinaan sebagaimana dimaksud pacz ayat (1)
dilaksanakan oleh ocrganisasi Per‘ang'k&:::' Daerah yang
me"mb‘idangi‘ pemerintahaﬂ Desa dan F&Em_bér&;ayaan

Masyarakat bersama TP PKK.

Pasal 53

Carmat bersama TP PKK mplakukan pembmaan ternadap

pelaks sanaan Gerakan PKK meliputi:

-~

a.

C.

(1)

(2)

psnguatan kapasitas kelemba'gaan melaiti pelatihan,
C 4 n ! nast;

konsulta31 advekasi, fas1 itasi da <oord1*’as

pember1 an pengha rgaan dan

gelaksana‘au >trateg1 pencapaian kinerja

Pasal 54

‘Iépala Desa dan iurah bersama TP PKK -merdukung
hembmsmx mrakén PKK.
Pem bmaan Gerakan PKK sebagalmana du;a; sud pada
ayat (1) mel.\puu. |
a. penguatan kapasi.tas kelembag;&. melalui
o pe'a-lhaq konsuliasi, a’ivoka31 fasilitasi  dan

koordinasi, |
b. pemberian oenghardaan; dan
. "Vpe)bzk anaan strategi pen(‘a p\uan kinerija.
B?alam melaksanakan pembinaan sebagaimana d:maksud
pada ayat (1) kepala Desa dan Turah béfkijordiriasi

dcn{jan mmat



(1)
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Bagian Kedua

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 55
Menrteri, gubernur, bupati/wali kota, camat, kepala
Desa/lurah melakukan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan pembinaan Gerakan PKK
Pemantauan dan evalueasi dilakukan secara berjenjang
paling sedikit 1 {satu) kali dalam satu tahuxr
Pemszntauan dan evaluasi pelz:lksanaan pembinaan
Geraxan PKK  dilakukan sebelum  diadakannya
penyusiinan program atau kegiatan tanur: ber:kurnva.
Evalﬁasi pelaksanaan pem‘tiinaan Gerakar PKE dapat
melibatkan pergu‘rﬁan’ tinggi dan lembaga 1&5_7': ava, -
Hasil evaluasi pelaksanaan pembiﬁaan Gerakan PKK
raerijadi bahan masukan dalam penyusunan progré.:n

dan kegiatan tahun mendatang.

'Pasal 56

Pelaksasiaan pemantauaﬁ darlh""‘e‘val'dasi. sebagairnana
dimaxsud dalam Pasal 55 ayat (1) di]akéénakan oleh tira
yang dibentuk oleh ketua pembina k’I"P PKX pusat dan
dé.erah. ' | |

Pélakéanaan pemantavan dan evaluasi sebagaimana
dixﬁaksud pada ayat (1) menggunakan instriunen PKK
yang dimuat dalam petunjuk teknis mengenai

pelaksanaan Gerakan PKK.

BAB IX
PELAPCRAN

Pasal 57
Menteri menyarapaikan laporan pgia‘kséxlaaa pe:nh‘inaari
'Gﬁerékan PKK kepada Presiden 1 (safu) kali dalam 1 {satu)
tahun. - - 4 »
Kepala iesa/lurah, camat, bupati/wali kota, gubernur

sesuai dengan kewenangannya menyampeikanr japoran



(2)

polaksanacm (re‘rakaiﬁ*{;l?}jili secara berjenjang kepada
Menteri S(’t]a"f 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika

mperluk;gl._ ,

Pasal 58

Sistematika laporan sebagaimana dimaksuc dalam Pasal

&7 memueat: |

a pendahuluan;

b. pelaksénaan program’dan;ke'g‘iataﬁ;

c. Instansi/ iembaga yvang lerlibat dalam peizksanaan
progfam dan kegiatan;

d. jumlah dan sasaran kegiatan;

€. penggunaan anggaran’ yang bersumber dari

| garan pendapatan dan belanja negeara, aﬁgga AN
pendapatan dan  belanja daerak, anggara
beridapa"can dan belanja T‘?esa atau sumger 1ain§

f. wermasalahan yang d1hadap1

g. upay~x yang akan dnakukan dan

h. penutup. '

Instansi/lernbaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hurut (¢ melapurkan pelaxsanaar\ Kegiaten Gerakan PKK

I’epada ketua ppmblna TP PKK sesuai rknga.’- _mgkatan

Paéal 59‘

F’elapdran pelaksanaan program denn kegiatan
sebagalmana dimaksud dalam Pasal 58 avz: (1) huruf b
ull&kl.ll{')n melalui SIM PKK.

Lapor.an sebagalmana dlmalxsud pada ay?«r 1. menjadi
bahan pemantauan dan ﬂvaluasL pelakoaradn’ Gerakarn
PKK fnd sing- masmg tingkatar. ' '

SIM - PKK  sebagaimana dimaksud paca ayat (1;
ké;ikoordinasikan melalu.  Direktorat Jendera. Bine

Pemerintahan Desa bersama TP PKK pusact.

Pasal 60

Mek anisme pelaporan yang rnemuat penyelenggaraar Gerakan

PKX sebagarmanza. dimaksud dalam Pasal 58 can SM PKK
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sebagaimana -dimaksud dalam Pasal 359 dimuat dalam

petunjuk tekriisy mengenai pelaksanaan Gerakan KK

(2)

(3)

(9)

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 61
Guna mempercepat pelaksanaan 10 (sepuiith: program
pokox PKK melalui Gerakan PXK dapes -nelivatkan
partisipasi masyarakat, ].émbaga kemasyzraxatan dan
lembaga lainnya.
Partisipasi masyarakat setagaimana dimeksud pada ayat
(1) rulai tahap péfencanalan, ' pelaksznaan dan
peningkatan kapasitas sumber daya manusis.
Mésyaraka't sebagaimarna dimaksud pada avat (1) paling
sedikit meliputi: o
a. tokoh adat;

b. tokoh masyarakat;

[

tokoh agama;

tokoh pendidikan; dar.

0.

kelompok masyarakat dan kelompok masyarakat

lain sesuai dengan kondisi sosial budavz.
Lerzbaga kemasyarakatan sébagaiména dirmaksuc pada
ay;-;;t i1) hleliputi:
a. rukun tetangga;
b. rukun warga;
c. karang taruna;
d. pos pelayaﬁan térpadﬁ; dan
e lerr{'bégé pernberdayaan masyarakat.
Lembaga laii’lhya sebagaimana dimalksuc sads. avat (i)
a lembaga pengkajian;
. lémbaga dcnor dalan: dan luar negeri; ca=

c. lembaga profesi.
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BAR XI
PENDANAAN

Pasal 62
Pendanaan 10 (sepuluh) program pokok Geraxan PKK

bersumbter dari anggaran pendapatan dan oDelanja negara,

pendapatan dan belanja daerah kabupaten ‘kota, anggaran
pendapatan dan Dbelanja Desa dan lain-lain sumber

pendanaan yang sah dan tidak rriengikat.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63
Pada siaa’t Pﬁ}ra'turan' Menteri ini ’mufai%bérlakti, Zeraturan
Menteri Dalam’ Negeri Nomor 1 ‘Tahun 2C13 tentang
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Feraberdayaan
dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Repurcizk Indonesia
Tahun 2013 Nomor 60), dicabut dan dinyatakan tidak

berlalku.

Pasal 64

da | tanggal

3
9
[N

-

ey

Peraturarn Menteri ini mulai  berlaku

diundangkan.
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Agar setiap  orang  mengetahuinya, mernerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penen:patannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakai=a

pada tanggal 19 Me: 2020

MENTER! DALAM NZGERI
REPUBLIK INDONEZIA,
ttd
MUHAMMAD. TITO KA¥INAVIAN

Diundangkan <i Jakarta

pada tanggal & Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUEIA
REPUBLIK INLDONESIA,

ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 3&0

Salinar sesuai dengan aslinya




